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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KUTAI TIMUR 

TAHUN 2010 NOMOR 4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 

NOMOR  4  TAHUN 2010 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2006-2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI  KUTAI TIMUR, 

Menimbang : a bahwa untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pembangunan 

di Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu disusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur 

Tahun 2006 -2025 secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh 

bertahap dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan yang 

tanggap terhadap perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah, kepada Daerah 

diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode  20 tahun mendatang sebagai 

arah dan pedoman pembangunan di Daerah ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ; 

  2. 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4355) ; 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomr 4389) ; 
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  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421) ; 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4548) ; 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438) ; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah 

Otonom (Lembaran Negara Republik Indoensia  Tahun 2000 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 

  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) 2004-2009 ; 

  12. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578) ; 

  13. Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada 

Masyarakat;  

  14. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang 

Prosudur Penyusunan Produk Daerah; 

  17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 

Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. 
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Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUTAI TIMUR 

 

dan 

BUPATI  KUTAI TIMUR 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2006-2025. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kutai Timur untuk Periode 5 Tahun terhitung sejak        

Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kutai Timur untuk Periode 20 Tahun terhitung sejak       

Tahun 2006 sampai dengan tahun 2025. 

 

BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  

 

Pasal 2 

RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi Visi dan Misi serta arah 

Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.  

 

Pasal  3 

RPJPD sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk                

Periode 20 Tahun ( Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2025 ), sebagaimana tersebut dalam 

lampiran Peraturan Daerah ini.  
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BAB III 

KETENTUAN LAIN –LAIN 

 

Pasal  4 

Penjabaran lebih lanjut dari RPJPD ini akan ditindak lanjuti dalam RPJMD yang akan diatur 

dalam Peraturan Daerah.  

 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal  5 

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya 

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati 

 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

           Ditetapkan di   Sangatta 

Pada tanggal  27  Juli 2010 

 

                        BUPATI KUTAI TIMUR, 

         ttd 

                             H.  ISRAN  NOOR 

Diundangkan di Sangatta 

pada tanggal  2  Agustus 2010 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUTAI TIMUR, 

 

               ttd 

 

H. ISMUNANDAR 

 

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 4 

 


